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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI merupakan sebuah lembaga 
independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara 
lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. 
Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang 
bekerja diwilayah tingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi 
Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran 
Komunitas. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia meliputi: 1 
a. Menetapkan standar program siaran. 
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. 
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 
standar program siaran. 
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan 
dan pedoaman perilaku penyiaran serta standar program siaran. 
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga 
penyiaran dan masyarakat. 
                                                             
1 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran  
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Sebagai lembaga pengawas penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia 
berwenang untuk memberikan teguran bagi acara-acara televisi yang tidak layak 
untuk diperlihatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada era sekarang semakin 
banyak bermunculan acara televisi yang tidak layak untuk ditonton oleh 
masyarakat terutama bagi anak-anak karena belakangan ini beragam sinetron 
seperti reality show yang berjudul Karma di stasiun televisi ANTV dan pagi-pagi 
pasti happy di TRANS TV dan masih banyak acara televisi lainnya yang tidak 
memiliki nilai mendidik melainkan banyaknya unsur-unsur yang lebih terkait 
dengan mengungkapkan perrmasalahan kehidupan seseorang yang negatif, 
memperlihatkan kekerasan, memberikan contoh perilaku yang kurang baik. Hal 
tersebut sangat memberikan dampak yang berbahaya apabila terus menerus 
diperlihatkan kepada masyarakat terutama pada anak-anak yang mudah megikuti 
hal-hal yang sering dilihatnya.2 
Pasca runtuhnya Orde Baru regulasi di bidang media massa menjadi sangat 
terbuka dan tanpa pembatasan. Namun agar media massa tetap berpijak secara 
fungsional dan profesional  maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengisyaratkan dijaminnya hak-hak rakyat 
dalam mendapatkan informasi secara bebas dan adil, serta dijaminnya 
kemandirian kelompok masyarakat dalam mengelola lembaga penyiaran. Jika 
membaca pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran maka stasiun televisi seharusnya mampu berkaca dan memperbaiki 
mutunya tersebut antara lain yang dimaksud oleh pasal 36 ayat 5 yaitu : 
                                                             
2Onong  Uchjana  Effendy. 2006. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung. Penerbit  
Rodakarya. Hal. 41. 
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a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; 
b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika 
dan obat terlarang; atau 
c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. 
Dengan membanjirnya media cetak maupun elektronik, informasi yang 
tersaji begitu beragam. Namun setiap informasi tak selamanya membuat kita 
tercerahkan dan dari sekian banyak sajian media terdapat banyak program yang 
tidak sesuai dengan pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran. Unsur kekerasan, fitnah, mengandung sesuatu hal yang bohong 
paling banyak mendominasi. 
Kedua jenis media ini tanpa sengaja telah melahirkan kekerasan psikologis 
terhadap masyarakat. Pemirsa dan pembaca diteror melalui sajian berita disertai 
gambar agar lebih valid dan dramatis. Namun efek yang tercipta  justru 
sebaliknya, sisi positif dari pemberitaan malah tertutup efek negatifnya. Sehingga, 
apa yang disajikan media massa tak lebih dari melakukan kekerasan ulang dan 
teror lewat komoditas informasi yang diberitakannya. Kekerasan yang tersaji di 
media (baik eksplisit maupun implisit) akan berpengaruh pada perilaku seseorang, 
baik temporer maupun permanen. Hal demikian tanpa sadar telah menjustifikasi 
kekerasan adalah hal lumrah yang tak perlu disesali. Inilah yang harus kita 
sesalkan.Televisi memang bukan sembarang media. Pengaruhnya sungguh luar 
biasa.  
Dengan pengaruh dan daya pikatnya ini maka televisi dengan suguhan 
tayangan pornografi, mistik, dan kekerasan juga ikut andil menyebabkan 
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rontoknya moral bangsa. Sangat tidak arif jika dengan Undang-Undang yang 
sudah ada KPI tidak mampu mengawasi pengelolaan stasiun televisi yang masih 
menayangkan program yang mengumbar pornografi dan kekerasan. Masyarakat 
menaruh harapan besar terhadap KPI dalam melakukan kontrol terhadap stasiun 
televisi, agar mampu mewujudkan tayangan yang berkualitas dan sesuai dengan 
standar pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
Demi memaksimalkan kinerjanya Komisi Penyiaran Indonesia dibantu oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID ini dibentuk karena amanah dari 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 pasal 7 ayat 4 yaitu 
Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia pusat, di 
bentuk tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID dibentuk 
pada setiap tingkat provinsi.  Dengan tujuan yang tertuang dalam  pasal 7 ayat 2 
yaitu untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sebagaimana di atur dalam 
ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran. Pada penulisan hukum ini peneliti mengfokuskan pada 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang berada di Surabaya. Di 
KPID Jawa Timur terdapat beberapa anggota yang berjumlah 7 orang yang dipilih 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan 
kelayakan secara terbuka.  
Pada setiap program penyiaran harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 
mengutamakan asas manfaat, adil, merata, adanya kepastian hukum, keamanan, 
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keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. 
Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, 
terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun 
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera,serta menumbuhkan 
industri penyiaran Indonesia. 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sudah berlangsung 
selama IV periode, dimulai dari periode I masa jabatan tahun2003-2007, periode 
II masa jabatan tahun 2007-2010, periode III masa jabatan tahun 2010-2013. Pada 
hari jum’at tanggal 11 Oktober 2013 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik kepengurusan baru Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode IV untuk masa jabatan tahun 2013-
2016.Sebanyak tujuh komisioner itu diminta untuk lebih bisa menjaga informasi 
yang disampaikan media penyiaran kepada masyarakat. Menurut gubernur, ini 
karena fungsi informasi yang adil dari media diyakini bisa membawa suasana 
yang nyaman dan aman. “Memberikan keseimbangan dan keadilan antar lembaga 
penyiaran”. Konkritnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tidak 
berpihak pada satu media saja. 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
membuat regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program 
Siaran (SPS) yang dimasukkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuannya adalah menegakkan aturan-aturan 
mengenai pelanggaran program siaran,merusak nilai-nilai, dan budaya yang 
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berlaku di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan siaran yang 
sehat dan bermartabat  karena frekuensi adalah milik publik bukan milik individu 
atau golongan. 
Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pengawas penyiaran di Indonesia yang 
lokasinya di pusat ibu kota Jakarta tidak akan bisa mungkin untuk mengawasi 
seluruh setasiun televisis yang ada di indonesia khususnya yang ada di daerah.  
KPI juga telah mendirikan komisi penyiaran di berbagai daerah untuk mengawasi 
berbagai siaran televisi yang berada di daerah karena disetiap daerah juga banyak 
memiliki berbagai stasiun televisi lokal yang hanya tersiar didaerah saja. KPI 
pusat medirikan lembaga didaerah bukan tanpa alasan karena stasiun televisi lokal 
juga banyak yang melanggar ketentuan undang undang penyiaran maka  dari itu 
dengan adanya KPID dapat membantu KPI pusat untuk mengawasi dan 
menangani stasiun televisi lokal yang berada di daerah apabila melakukan 
pelanggaran. 
 Penyiaran itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diawasi oleh KPI 
dan KPID karena apabila penyiaran itu tidak baik dalam penayangannya maka 
dampakmya akan besar terhadap masyarakat sekitar dan juga anak-anak dibawah 
umur karena dengan adanya penyangan siaran yang tidak baik atau tidak sesuai 
dengan standar program siaran makan pemikiran masyarakat dan anak-anak akan 
terdoktrin dengan dengan negativnya penayangan yang tidak sepantasnya 
dilihat,apalagi anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara yang harus di 
awasi sehingga kedepannya menjadi anak yang baik bagi orang tua dan lain serta 
bangsa dan negaranya,maka dari itu KPID sebagai pegangan masyarakat untuk 
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membina masyarakat dengan baik dan juga mengawasi stasiun televisi yang 
berada di daerah agar lebih baik lagi ketika menampilkan penayangan siaran yang 
postif bagi daerahnya sehingga pemahaman masyarakat dan anak-ank juga 
menjadi lebih positif. 
Dari maksud penjelasan diatas bahwa KPI dan KPID harus melakukan 
kebijakan dan wewenangnya yang harus sesuai dengan Undang-Undang No 32 
Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang 
standar program siaran untuk membina semua stasiun televisi sehingga lebih baik 
lagi dengan wewenangnya stasiun televisi maupun lembaga penyiaran yang 
fusngsinya untuk memberikan informasi dan penayangan yang lebih positif lagi 
bagi masyarakat dan anak-anak sehingga pemahaman anak-anak lebih terah ke 
arah yang lebik dan benar sehingga dipraktekan kedalam kehidupan lebih 
bermanfaat untuk bagi masyarakat yang lain. 
Berdasarkan uraian di atas tertarik menulis skripsi dengan judul 
“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 36 AYAT (5) 
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG  PENYIARAN  
TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM  SIARAN TELEVISI (Studi Kasus 
Kantor KPID Jawa Timur) 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Jawa Timur dalam menangani pelanggaran penayangan program siaran 
televisi ? 
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 36 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 32  Tahun 2002 tentang Penyiaran ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah jawa Timur dalam menangani pelanggaran penayangan program siaran 
televisi 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi yang diberikan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur terhadapnstasiun televisi 
yang melanggar pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2002 
tentang Penyiaran 
D. Manfaat Penelitian 
1. Dari hasil ini penulis mengharapkan agar dapat memperoleh penjelasan 
mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 36 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 32  Tahun 2002 tentang Penyiaran 
2. Bagi praktisi penyiaran hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi KPI dalam menjalankan tugasnya untuk lebih tegas kepada 
stasiun televisi yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 36 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
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3. Dapat menambah pengetahuan untuk instansi pemerintah terkait dengan 
penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 36 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
E. Kegunaan Penelitian 
  Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Jawa Timur terkait penerepan sanksi terhadap pelanggaran pasal 
36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2002 tentang Penyiaran.. 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pedekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berupa 
penerapan pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2002 tentang 
Penyiaran serta mengkaji langsung keadaan yang sebenarnya dengan melakukan 
penelitian di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang 
beralamat di jalan Ngagel Timur No 52-54 Surabaya  Jawa Timur. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan  
sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 
dilakukan. 
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2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan 
cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, 
artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 
dilakukan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara di Kantor Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Jawa Timur dengan Immanuel Yosua selaku Koordinator 
Bidang Penindakan Pelanggaran Isi Siaran. 
b. Observasi 
Penelitian langsung di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa 
Timur untuk mengamati bagaimana cara kerja Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ngagel Timur N0 52-54, Surabaya 
4.      Teknik Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu dengan cara melaporkan data kemudian memberikan penjelasan dan 
gambaran, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data yang terkumpul 
secara apa adanya dan kemudian menyimpulkannya. 
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G. Sistematika Penulisan
1. BAB 1 Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah.
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode
penelitian, sistematika penulisan
2. BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan pendapat ahli serta pendapat
sarjana tentang komisi penyiaran indonesia. Sedangkan teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang pelanggaran dan teori
tentang penerapan sanksi serta penyiaran
3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini memuat pembahasan dan analisa penulis terkait tentang judul skripsi
penulis
4. BAB VI Penutup
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang telah penulis dapatkan dari
hasil penelitian terkait tentang judul skripsi penulis.
